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BUPATI BANDUNG BARAT 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT 

NOMOR 34 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN  

BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (6) Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan 
Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 

b. bahwa pengelompokan pengguna air tanah dan 
mekanisme penerapan besaran tarif Pajak Air Tanah pada 
Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Pelorelahn 
Air Tanah perlu dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Penghitungan Besaran Nilai Pelorelahn Air Tanah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4688); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor5657); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5950); 

5. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 20 tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai 
Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 408); 

6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 50 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 
50); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 
Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 12 Seri B, 
Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, 
Provinsi Jawa Barat: 12/347/2016). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG 
TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN NILAI PEROLEHAN AIR 
TANAH. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Penghitungan Besaran Nilai Pelorelahn Air Tanah (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 3 Seri E), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 5 

(1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (3) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah 
yang ditetapkan dalam bentuk pengusahaan berikut: 

a. kelompok 1, merupakan bentuk pengusahaan produk berupa Air, 
meliputi; 

1. pemasok Air baku; 
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2. perusahaan Air minum; 

3. industri Air minum dalam kemasan; 

4. pabrik es kristal; dan 

5. pabrik minuman olahan. 

b. kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air 
termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air 
dalam jumlah besar, meliputi: 

1. industri tekstil; 

2. pabrik makanan olahan; 

3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5; 

4. pabrik kimia; 

5. industri farmasi, kosmetik, toiletries; 

6. tempat pengolahan bahan beton; 

7. industri peternakan dan perikanan; 

8. pabrik kertas; 

9. pabrik cat; 

10. industri furnitur skala besar; 

11. industri penyamakan kulit; 

12. industri korek api; dan 

13. pembangkit listrik. 

c. kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air 
termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air 
dalam jumlah sedang, meliputi: 

1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2; 

2. usaha persewaan jasa kantor; 

3. apartemen, kampus, sekolah,kawasan permukiman komersial 
mewah/real estate; 

4. pabrik es skala kecil; 

5. agro industri; 

6. industri pengolahan logam; 

7. ruang pamer kendaraan bermotor. 

8. pengembangan perumahan; 

9. lapangan Golf; 

10. pabrik kemasan; 

11. industri pengolahan kaca; 

12. pabrik keramik, marmer, tegel; 

13. jasa transportasi; 

14. industri kapur skala besar; 

15. pabrik plastik; dan 

16. industri alat kesehatan. 
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d. kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk 
membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, 
meliputi: 

1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa; 

2. tempat hiburan; 

3. restoran; 

4. gudang pendingin; 

5. pabrik mesin elektronik; 

6. pencucian kendaraan bermotor; 

7. kolam renang; 

8. jasa pencucian pakaian. 

9. industri tekstil skala kecil; 

10. industri kimia skala kecil; 

11. industri furnitur skala kecil; 

12. perdagangan, pusat perbelanjaan, mall; 

13. pabrik kertas skala kecil; 

14. industri perhiasan; dan 

15. industri kapur skala kecil. 

e. kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan Air untuk 
menunjang kebutuhan pokok, meliputi: 

1. usaha kecil skala rumah tangga; 

2. hotel non-bintang; 

3. rumah makan; 

4. rumah sakit; 

5. klinik; 

6. stasiun pengisian bahan bakar umum; 

7. stasiun pengisian bahan bakar gas; 

8. stasiun pengisian bahan bakar elpiji; 

9. tempat istirahat. 

10. kantor badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 

11. percetakan; 

12. spa, salon, karaoke; 

13. bengkel kendaraan bermotor; 

14. jasa pengiriman barang; 

15. gudang; 

16. perbankan; dan 

17. distributor. 
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2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 13 

(1) Besarnya Pajak dihitung berdasarkan perkalian antara tarif Pajak dengan NPA. 

(2) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2016 
tentang Pajak Daerah. 

(3) Cara perhitungan Pajak Air Tanah menggunakan rumus sebagai berikut: 

Pajak = Tarif Pajak x NPA  

(4) Cara perhitungan Pajak dengan kelebihan Debit dikenakan denda kelebihan 
debit dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

Pajak dengan Kelebihan Debit = 
Denda Kelebihan Debit  

Pajak + Denda kelebihan debit  

Denda kelebihan debit  =  100% x Tarif Pajak x NPA x (Volume  
Pemakaian - Volume yang diizinkan)  

(5) Penerapan besaran tarif Pajak Air Tanah dilakukan secara bertahap sebagai 
berikut: 

Tahap 1 (Masa pajak bulan Juni      = 
2019 -  s/d bulan Februari 2020)  

50% (Dari jumlah ketetapan)  

 Tahap 2 (Masa pajak bulan Maret     = 
2020 –s/d bulan November 2020  

 75% (Dari jumlah ketetapan) 

 Tahap 3 (masa pajak bulan Desember 
= 2020 - s/d seterusnya) 

100% (Dari jumlah ketetapan) 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.  

 

 

Ditetapkan di Bandung Barat 
pada tanggal 20 Mei 2019 

BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

AA UMBARA SUTISNA 
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Diundangkan di Bandung Barat 

pada tanggal 20 Mei 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT, 

 

ttd. 

 

ASEP SODIKIN 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 34 SERI E 
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